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BUPATI LIMA PULUH KOTA

PERATURAN BUPATI LTMA PULUH KOTA
NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

B

b

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA

bahwa dalarm upaya peningkatan pengabdian, kinera dan motivasi kerja Pegawal
Megeri Sipil Deerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam
melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepegawaian
serin Kemasvarakatan, perlu diatur dengan parsfuran Lhsiplin Pegaswan WNezer
Sipil;

bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjui  Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelnksanaan
Peraruran Pemerintah MNomor 53 Tahoen 2010 Tentang Diziplin Pegawni Negen
Sipil;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurui b,
periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Ctonom
Kabupaten dalam Imgkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 25);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
{Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 35, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Momor 3041) z=bagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3890},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (lembaran MNegara tnhun 2004 Nomeor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);

Undong-Undang NMomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerinizhan Dacrah (Lembaran
MNegara tahun 2004 Nomor 125, Tambshan Lembaran Negara MNomor <£437)
sebagaimana telah dus kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor (2
tzhun 2008 entang perubahan kedua ates Undang-undang Momar 12 Tahun J004
Tentang Pemerintahan daerah {Lembaran Negarm Republik Indonesia Nomor
4844);

Persturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan, Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara Tahun 2003
MNomor 15, Tambahan Lembaran Megara Momor £261);

Peraturan Pemeriniah Momeor 38 Tahun 1007 tentang Pembagian LUnidan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah
daersh KabupatenKota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 81, Tambahan
Lembamn Negara nomor 4737);

Peraturan Pemenntah Momaor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan lembaran Negara nomor
AT41);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesin tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Kepaln Badan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tabun
2010 tentang Ketentuan Pelaksansan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegrwai Negeri Sipil ;
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5§ Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Tata Kerjas Sekretariat Daerah dan Sekretarist Dewan Perwakilan
Rakyat Doerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);

11, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerga Dinas Dacrah (Lombaran Daerah Tahun
2008 Nomor 6);

i2. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat, BAPPEDA dan Lembaga
Tekhnis Lainnya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Momor 7);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor § Tehun 2008 Tentnng
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 8);

14, Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kote Nomor 9 tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Dacrah Tahun
2008 Nomor ).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI

SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Fralun Peraturan Bupati Lima Puluh Kota ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Daerah kabupaten Lima Puluh Kota;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota;

Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksed dalam

persturan  perundang-undangan  vang mengatur wewsnang pengangkatan, pemindaban, dan
pemberhentian PNS;

. Dusiplin Pegowai Negen Sipil adalah kesanggupan Pegawal Negeri Sipil untuk menaati kewsjiban

dan menghindar larangan vang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan danfatau pesaturan
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disipling

Pegawai Negeri Sipil yvang selanjutnyn disingkat PNS adalah PNS Daerah Kusbupaten Lima Puluh
Kota dan PNS Pusat vang diperbantukan pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pelanggaran disiplin adalsh setiap wcapan, tulisan, atay perbuatan PNS vang tidak menanti kewajiban
dan/atnu melanggar larangen ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maspun &3 luar
jnm kerja;

Hukurman disiplin adafah hukuman yang dijatubkan kepada PNS karena mefanggar peraturan disiplin
PNS;

Upaya administratif adalsh prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif;

Keberatan adalah upaya sdministratif vang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatubkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
vang berwenang menghukum;

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuhb oleh PNS yang tidesk puas
tethadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintasn sendiri atau
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejsbat yang berwenany
menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepepawaian;

Pejabat vang berwenang menghukum ndalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman
disiplin kepada PNS yang melakuksn pelanggaran disiplin; .

Atasan Pejabat vang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat vang berwenang
menghukum,

Pasal 2

ICetentuan Peraturan Bupati ini berlaku juga bagi:
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); dan
. Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang ditetapkan oleh Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Dacrah,
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BAB II
EEWAJIBAZ! DAN LARANGAN

Bagian Kesato
Kewajiban

Pasal 3

Setiap PNS wajib:
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mengucapkan sumpahjanji PNS;

mengucapkan sumpahann jabatan;

setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

menaali segala ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab;

menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan manabat PNS;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendin, seseorang, dan/atau golongan:
memegang rahasia jabatan vang menuret sifatnya atau menurdt perintah harus dirahasiakan;
bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;

. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakian

atan merugikan negare atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;

- masuk keria dan menaati Ketentuan jam kerja;

. mencapai sasaran kerja pegawail vang ditetapkan.

. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
. memberikan pelavanan sebaik-baiknva kepada masyarakat;

. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan

. menaati peraticran kedinasan vang ditetapkan oleh paiabat vang berwenang.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

8.

9.

10,

menyalabgunakan wewenang,

menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/amu orang lain dengan menggunakan
kewenangan orang lain;

tanps izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lnin danfatay lembags atau
organisasi internasional;

bekerja pads perusahaan asing, konsultan asing, atau fembaga swadayn masyarakat asing:

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menvewakan, stau meminjamkan barang-barang bmk
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

melakukan kegintan bersama dengan atasan, teman sejawal, bawshan, atay orang lain di dalam
maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak
lain, yang secara hngnn;lﬂut‘hhk langsung merugikan negara,

memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak
ngsmgdan:lmgm dalih apapun untuk diangkat dalem jabatan;

menerima hadizh atau suatu pemberian apa saja dari slapapun juga yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaanmya;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapst menghalangi otau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
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Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

n.  ikut serta sebagai pelaksana kampanye;

b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
¢. sebagsi pesena kampany= dengan mengerahkan PN5 lain; dan/atau

d. secbagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;



I3, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

membunt keputusan dan/atau tindakan vang menguntungkan atay merugikan salah satu pasangan
calon selama mass kampanye; den'atau

mengadakan kegistsn vang mengarnh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan,
aiakan, himbauan, serusn, atau pemberian barang kepadas PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggEota keluarga, dan masyarakat;

4, membenkan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepals
Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Karu
Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan

I5. memberikan dukungan kepada calon Kepaia Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

&,

b.

C.

terlibat dalam kegiatan kampanve untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Dacmh;
menggunakan fasilitas vang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

membust keputusan dan/aton tindakan yang menguntungkan atan merugikan salah satu pasangan
calon selpma masa kampanye; dan‘atau

mengadnokan kegiatan yang mengarzh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pememuan,
ajakan, himbauan, seruan, atay pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluargn, dan masyarakat,

BAR I
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatubi hukuman

disiplin,

Pasal 6

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS vang
melakukan pelangggaran disiplin dijaubi hukuman disiplin.

Bagian Kedaa
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 7

(1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
4. hukuman disiplin ringan;
b. hukuman disiplin sedang; dan
&. hukuman disiplin berat.

(2} Jenis hukuman disiplin ringan schagaimana dimaksud pada myat (1) huruf a terdiri dari:
. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan
¢. pernyataan tidak puas secara tertulis.

{3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurf b terdiri dari:
o penundaan kenaikan gaji berkaln selama | (ssw) tahumn;
b. penundaan kenaikan pangkat selama | (satu) tahun; dan
e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama | (sam) tzhun,

i4) Jenis hukumnn disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari:
a, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) thun;
b. pemindahan dalam mngka penuninan jabatan setinglkat lebih rendah;
¢. pembebasan deri jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintasn sendiri sebagai PNS; dan
&, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
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Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Jenis Hukuman
Paragraf |
Pelanggaran Terhadap Kewajiban

Pasal 8

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatubkan bagi pelanggamn terhodap
kewajiban:

b

Laad

1o,

11

setin dan tant sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negarn Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

menaati segala pernturan perundang-undangan sebagaimann dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apahila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

melaksanakan twugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran,
dan tanggung jawab schagnimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak
negatif pada unit kerja;

menjunjung tngg kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
sebagnimana dimaksud dalnm Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;
memegang rahasia jabatan vang menurut sifatnyva atau menurut perintah harus dimhasiakan sebhagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka B, apabila pelanggaman berdampak negatil pada unif kerja;

bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangnt untuk kepentingan negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang depat membahayskan stau
merugikan tegara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keusngan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pazal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

masuk kerja dun menaati ketentuan jam kerja schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka [ [ berupa:

8. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa slasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;

b. teguran tertulis bagi PNS vang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai
dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan

¢, pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama
11 {(sebelas) sampai dengan |5 (lima belas) han kerja;

menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdumpak negatif pada unit keria;

memberikan pelayanan scbaik-batknya kepada masyvarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal } angka

14, sesual dengan ketentuan permturan ;

. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 15,

epabile pelanggaran dilskukan dengen tidok sengaja;
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagaimana dimaksud dnfam
Pasal ¥ angka 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengnja; dan

. menanti peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ‘.!tbl!;liml:lﬁl_ dimaksud dalam

Pasal 3 angka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.
Pasal 9

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran

te:hadap kewajiban:

-
L]
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mengucapkan sumpah/fjanji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1, apabila pelanggaran
dilakukan tanpa alesan vang sah;

mengucapkan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2, apabila pelanggaran
dilakukan tanpa alnsan vang sah;

sctia dan taal sepenuhnya kepada Pancasila dan Uindang-Undang Dasar Negara Republik Indosesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal J
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negative bagi instansi yang bersangkutan,

menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

- melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan

tanggung jawah sehagaimana dimaksud datam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatil
bagi instansi yang bersanghutan;
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10,

FL

13

4.

5

menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS schagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, danfatsu golongan
sehagaimana dimaksud dafam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi vang
bersangkutan;

memegang mhasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirnhasiakan sebogaimana
dimaksued dalam Pasal 3 anpka 8, apabila pelanpgaran berdampak negatif pada instansi vang
bersangkuian;

pekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negam sebagaimann uimaksud
dalam Pasa! 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 10, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi vang
bersangkutan;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sehagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupn:

a. penundaan kenaikan gaji berkala selama | (satu) tahun bagi PNS yang tidak masok kerja tanpa alasan
yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja;

b, penundasn kenaikan pangkat selama | (satu) tahun bagi PNS vang tidak masuk kerja tanpa nlazan
yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja; dan

¢. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) mhun bagi PNS yang tidak masuk kerga
tanpa alasan vang sah selioma 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) han kega;

mencapal sasaran kerja pegawai yeng ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 12, apabila

pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan

50% (lima puluh persen);

menggunakan dan memelibara barang-barang milik negara denpan sebaik-batknva sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi vang

bersanghkutan;

memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka

14, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 135,

apabila pelanggaran dilakukan dengan sengnja;

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier sebagnimana dimaksud dalam

Fasal 3 angkn 16, apabila pelanggaran dilakukan dengan sengajn; dan

menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yvang berwenang sebagaimana dimaksud dnlam

Pasal 3 anghka 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi vang bersangkutan,

Pasal 10

Hitkuman disiplin berat schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatubkan bagi pelanggaran terhadap
kgwajiban;

o

setin dan taat sepenuhnya kepads Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/stau negara;

menaati segala ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4.
apabila pelanggaran berdampak negative pada pemerintah dan/atsy negara;

melaksanakan tugas kedinasan vang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdinn, kesadaran, dan
mngpung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif
pads pemeriniah den/atay negara;

menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;
mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, danfatau golongan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah
dan/atau negara;

memegang rehasia jabatan yang menurut sifatnya stau menunut perintah harus dirahasiakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 angka 8, apabila pelanggaran berdampak negatif peda pemerintah dan/atau
ncgora,

bekerja dengan jujur, tertib, cerrnat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 angka 9, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;



melaporkan dengan segern kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau
merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keoangan, dan materiil sebagnimana
dirnaksud dalam Pasal 3 angka 10, spabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/ntau
negara;

masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksod dalam Pasal 3 angka 11 berupa:

n. penurunan pengkat setingkat lebih rendah selnma 3 (tiga) tahun bagi PNS vang tidak masok kerja
tanpa alagan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sempai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja;

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah bagi PNS yang menduduki
jabatan struktural atau fungsional tertentu yvang tidak masuk kerja tanpa alas an vang sah selama 36
{tiga puluh enam) sampai dengan 40 {empat puluh) hari kega;

¢ pembebasan dari jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu vang
tidak masuk kerja tanpa alas an yang sah selama 4] (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat
puluh lima) hari kerja; dan

d. pemberhentinn dengan hormat tidak atas permintann sendiri atau pemberhention tidak dengan hormat
sehagai PNG bagi PNS yvang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam)
hari kerja atau lebih:

mencapai saseran kerja pegawai vang ditetnpkan sebagaimana dimaksud dalam Pazal 1 angka |2, apabila
pencepaian sasaran kena pegawal pada akhir tabun kurang dar 25% (dua puluh lima persen);

. menggunakan dan memelihara barang-berang milik negara dengan scbaik-baiknya sebagaimana

dimmaksud dalam Pasal 3 angka 13, apabila pelinggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau
negars;

memberikan pelayanan sebaik-baiknyva kepeda masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angha
|4, sesuni dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

mennati peraturan kedinasan vang ditetapkan oleh pejabat vang berwenang sebagnimana dimaksud dolun
Pasal 3 anghe 17, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atan negara.

Paragraf 2
Pelangguran Terhadap Larangan

Pasal 11

Hukuman diziplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran

terbadap larangan:

|

F-d

L1 ]

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewaksn, atay meminjumkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah sebagaimann
dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam mavpun di
luar lingkungnn kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negara sebagaimans dimaksud dalam Pasal 4 angka 6, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kera;

bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 9,
apabila pelanggaran dilakukan dengan tidak sengaja;

melakukan suatu tindakan ateu tidak melakukan suatu tmdakan yang dapat menghalangl nmu
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilavan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka [10,sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
dan

menghalangi berjalannya tgas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, apabila
pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja.

Pasal 12

Hukuman disiplin sedang schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayst (3) dijatubkan bagi pelanggaran
terhadap larangan:

1.

memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak otau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabiln pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang
bersangkutan;



(o8]

melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di

luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, stau pihak lain, vang secara

langsung atau hidak langsung merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 anghks 6. npabila
pelanggaran berdampak negatif pada instansi vang bersangkutan;

3. bemindak sewenang-wenang terhadap bawahannva sebaraimana dimeksud dalam Pasal € angks v,
apabila pelanggaran dilakukan dengan sengaja;

t. melakukan suam tindakan atsu fidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau
mempersulit salah satu pihak vang dilavani schingga mengakibatkan kerugian bagi vang dilmyvam
schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

5. menghalangi berjalannya tugas kedinasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 11, spabila
pelanggaran berdampak negatif bagi instansi;

fi. memberikan dukungan kepads calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyar, Dewan

Perwakilan Daersh, atau Dewan Perwakilan Rakyst Daerash dengan cam ikut serta sebagai pelaksana

kampanve, menjadi peserta kampanve dengnn menggunakan atribut partal atau atribur PINS, sebagni

peserta kampanve dengan mengerahkan PINS lain, sebagaimans dimaksud dalam Pasal 4 angka |2 lwruf

a, huruf b, dan bl c;

memberikan dukungan kepada calon PresidenWakil Presiden dengan cara mengadakan kegiatan vang

mengarzh kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama,

dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, servan, atau pemberian barang
kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud

7 dalam Pasal 4 angka 13 huruf'b;

8. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Dasrab/Wakil

/ Kepala Deerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau

Sural Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimnksud dalam

Pasal 4 angka 14; dan
9. memberikan dukungan kepada calon Kepala Dacrah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam
kegiatan kampanve untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Dasrah serta mengadakan
kegiatan yrng mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peseria pemilu
sebelum, seluma, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, stau
pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

schagnimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 buruf a dan huraf d.

|

Pasal 13

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap
larangan:

|. menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1]
-~ 2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunaksn
kewenangan orang lain sebagnimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2,
! 3, tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai ata: bekerja untuk negara lain dan‘atau lembaga atau organisasi
internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3;

4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 4;

5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik
bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negarn secara tidak sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 angka 5, apabiln pelanggaran berdampak negatif pada pemerintzh dan/atau
negara;

6. melakokan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang [nin di dalam maupun &
Iuar lingkungan kerjamya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan negam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 6. apabila
pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dun‘atas negarn; .

7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secars langsung atau tidak
langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
angka T;

#. menerima hadish atsu sustu pemberian apa saja dan siapapun jugs yang berhubungan dengan jzbatan
dan/stan pekerjeannys sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka §;

Y. melskukan suatu tindakan atao tidak melakukan sustu tindakan yeng dapast menghalang) atau
mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 10, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;




. menghalangi berjalannya tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalem Pasal 4 angka 11, apabila

peianggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara;

memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanve
dengan menggunakan fasilitas negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 12 huruf d;

. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara membuat keputusan dan/mtau

tindakan vang menguntungkan atau merogikan salsh satn pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 13 huruf a; dan

. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah™Wakil Kepala Dasrah, dengan cara menggunakan

fasilitas vang terkait dengan jabatan dalam kegintan kampanye danfatsy membuat keputusan dan/mtau
tindakan vang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf b dan huraf c.

Pasal 14

Peianggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati keteniuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalum
Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun
berjalan,

. Bagian Keempat
Pejabat vang Berwenang Menghukum

Pasal 15

i1} Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menetaphkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

o PNE Daerah vang menduduki jabatan:

|. Sekretaris Daerah KabupatenKota di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana
dimaksed dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat {(4) huruf a;

2. fungsional terteniu jenjang Utama di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagrimann
dimaksud daiam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (£);

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan runng I'V/e, untuk jenis hukuman dissplin
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huraf d, dan huruf e

4. strukiural eselon 11 dan fungsional tertentu jenjang Madya dan Penyelia di lingkungannyn, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 myat (2), ayat {3 ), dan ayat (3

5. fungsional umum golongan ruang [V/a sampai dengan golongan ruang [Vic di lingkungannya,
untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat {(4) huruf a,
huruf d, dan huruf e

6. struktural eselon 1T ke bawnh dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penvelin ke bawah di
lingkungannva, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan
aval (4); dan

7. fungsional umum golongan ruang I11'd ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayvat (3) dan avat (&) huruf o, hurof d, dan hurof e;

b. PNS vang dipekerjakan di lingkungannya vang menduduki jabatan :

I. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayau (2}

2. fungsional tertentu jenjang Utama, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2) dan ayat {4) huruf b dan huruf ¢;

3. fungsional umum golongan ruang IV/d dan golongan ruang TV/e, uniek jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2}, dan

4, struktural eselon 11 ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Medya dan Penyelia ke bawah, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) huru! b dan
huruf ¢;

¢. PNS yvang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan;
|. Sekretaris Daerah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
avat (13, dan avat (4) hurufa;
2. fungsional tertentu jenjang Utama, unmuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
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3. fungsional umum golongan ruang I'V/a sampai dengan golongan ruang [V/e, untuk jenis hukuman
disiplin schagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat {(4) huruf a;

4. struktural eselon [1 dan fungsional tertentu jenjang Madva, untuk jenis hukuman diziplin
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2}, avat {3), dan ayat (4) hurof a, huref b, dan honf c;

5. struktural eselon Il ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penvelia ke bawah, untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf b,
dan huruf ¢; dan

6. fungsional umum golongan ruang [l/e dan golongan ruang lILd, untuk jenis hukuman disiplin
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (3) dan avat (4) hurof a;

d. PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan:

. struktural eselon II ke bawah dan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan o at (4) huruf a, huruf d, dan
huruf &; dan

2. fungsional umum golongan rang TV/ie ke bawah untuk jenis hukuman disiplin sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayvat (4) hurof s, hurof d, dan buraf e,

e. PNS vang diperbantukan ke luar instansi induknyva yang menduduki jabatan structural eselon Il ke
bawah dan jabatan fungsional tertentu jenjang Utama ke bawah serta jabatan fungsional umum
golongan TV/ie ke bawah, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avot (4)
huruf d dan horuf ;

f. PNS vang dipekerjakan atau diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. untuk
jenis hukuman disiplin sebagaimana dimnksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat {4) huruf a, huraf d,
dan huruf &; dan

£ PMS vang dipekenakan atau diperbantukan pada negara lain atau badan internasional, atau megas d
luar negeri, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat {3), dan
avat (4) huruf o, hurof d, dan huruf e,

{21 Sckretaris acmh, menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
a. PNS yvang menduduki jabatan:

1. struktural eselon 1 di ingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 avat (2);

2. strukturnal eselon I, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional umum |
golongan ruang Tl/¢ dan golongan ruang N1°d di lingkungannye, untuk jenis hukuman disiplin
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayvat (2} dan

3. strukiural ezelon TV, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional
umum golongan ruang [l'c sampai dengan golongan ruang [ di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b,

1 [ 12

. ol ¥ :

b, PNS yang dipckerjakan atau diperbantukan di lingkungannya vang menduduki jabatan strukiural
eselon 111, jabatan fungsional tertentu jenjang Muda dan Penvelin, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang [Ile dan golongan ruang T11/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2); dan

c. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon [V, jabatan
fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umum golongan
ruang [I'c sampai dengan golongan ruang [/, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal T ayat (3) huruf a dan haruf b,

(3} Pejabat struktural eselon I menctapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:
1. PNS vang menduduki jabatan:

1. struktural eselon [1I, fungsional tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan fungsional wmum
golongan rusng [l'c dan golongan ruang I1'd di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin
sehagaimana dimaksod dalam Pasal 7 myat (2); dan

2. struktural eselon [V, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan fungsional
umum golongan ruang Il'c sampai dengan golongan ruang [L'b di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b;
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b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural

esclon [1l, jebatan fungsional tertentu jemjang Muda dan Penyelia, dan jabatan fungsional umum
golongsn ruang 1lle dan golongan ruang [I1/d, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat {2}, dan

PHE yvang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon [V, jabatan
fungsicnal tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabatan fungsional umom golongan
ruang 1l/c sampai dengan golongan ruang 111/, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3} huruf a dan huruf b,

{4} Pejabat struktural eselon [I1 menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bag :

. PNS yang menduduki jabatan:

1. struktural eselon I'V, fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksann Lanjutan, dan fungsional
umum golongan ruang [lc sampai dengan golongan ruang II'b di lingkungannya, untuk jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

strubttural eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional
umum golongan ruang [l'a dan golongan ruang b di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b,

[EY)

b, PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan strukiural

eaelon IV, jabaton fungsional tertentu jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan jabadtan
fungsional umum golongan ruang [l'c sampai dengan golongnn rusng I, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pazal 7 ayat (2); dan

. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan struktural eselon V, jabatan

fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum golongan

ruang 11 don golongan ruang IUb, untuk jenis hukuman disiplin sebagnimana dimaksud dalam Pasal
T avat (3) huruf a dan huruf b,

{£) Pejabat struktural eselon [V menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan

|. struktural eselon V, fungsicnal tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan fungsional
umum golongan ruang s dan golongan ruang [U% di lingkungannya, untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2); dan

2. fungsional umum golongan ruang L/a sampai dengan golongan ruang U/d, untuk hukuman disiplin
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

b. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannys yang menduduki jabatan struktural

eselon V, fungsional tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan jabatan fungsional umum
golongan ruang IV dan golongan ruang [, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
ddlam Pasal T ayat (2}); dan

. PNS yang diperbantukan di lingkungannya yvang menduduki jabatan fungsional umum golongan

ruang l'a sampai dengan golongan ruang I'd, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.

() Pejabat struktural eselon V' menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi:

a. PNS yang menduduki jabatan fungsional umum golongan ruang L'a sampai dengan golongan runng

i'd di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):
dan

b. PNS vang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan fungsional

amom golongan ruang la sampai dengan golongan ruang Ud, untuk jenis hukuman disiplin
sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
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(7} kepala TK, SDVSDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, SMEK menctapkan penjatuban hukuiman disiplin
bagi :

. PNS tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungannva untuk jenis hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2); dan

b, PNS rtenagas pendidik dan tenaga kependidikan yang dipekergakan atan diperbaniukan di
lingkungannya untull jenis hukuman disiplin sebagnimana dimaksud dalam pasal 7 avat (2).

Pasal | &

(1} Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan
pelanggaran disiplin.

(21 Apabila Pejabat vang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatithkon
hukuman disiplin kepada FNS vang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman
disiplin oleh atasannya ;

(3} Hukuman disiplin schagaimana dimaksud pada ayat (2) sama dengan jenis hukuman disiplin yang
seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disipling

{4} Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS vang
melakukan pelanggaran disiplin.

Pasal 17

Apabila tidak terdapmt pejabat yvang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatubkan hukuman
digiplin menjadi kewenangan pejabat vang lebih tinggi.

Bagian Kelima
Tata Carn Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 18

1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk
dilakukan pemeriksaan;

{2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakoukan paling lambat 7 (tujuh)
hari kerja sebelum tanggal pemerikaann;

{3) Apabila pada tanggal yang scharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnva yvang bersangkutan
diperiksa pada pemanggilan pertama;

(4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PM S yvang bersangkutan tidak
hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat
bukti dan keterangan yang ada tenpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal |9

{1} Sebelum PNS dijamchi hukuman disiplin setiap astasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS
yang diduga melakukan pelanggaran disipling
2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan
dalam bentuk berita acara pemeriksaan;
(3} Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkoan
hukuman disiplin kepada PN5 tersebut merpakan kewenangan:

‘2. atasan langsung vang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatubkan hukuman
disiplin:
b. pejabat yvang lebih tinggi makns atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disera
berita ncara pemeriksaan.
Pasal 20

(1} Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagnimana dimaksud dalam Pasal 7
avot {3) dan avat (4) dapet dibentuk Tim Pemeriksa;
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(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdini dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan
unsur kepegawaian atau psjabat lain yang ditunjuk;

(3] Tim Pemeriksa schagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau
pejabat lain vang ditunjuk,

Pasal 21

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum dapat
meminta keterangan dari orang lain.

Pasal 22

(1) Dalnm rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggamn disiplin dan
kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas
jabatannva oleh atasan langsung sejak vang bersangkutan diperiksa;

{2) Pembebasan sementara deri tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai
dengan ditetapkannyva keputusan hukuman disiplin;

{3) PNS yang dibebaskan sementara dar Tugas jabatannya sebagaimana dimaksed pada ayat (1) tetap
diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud paca nyat (1) tidak acta, maka pembebasan sementam
dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 23

(1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus ditandatangani oleh
pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;

(2) Dalam hal FNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebul tetap dijadikan sebagai dasar untuk
menjatuhkan hukuman disipling

(1) PNS vang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1),

Pasal 24

1) Berdasarkan hasil pemeriksann sebagaimans dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 pejabat vang
berwenang menghukum menjatubkan hukuman disipling

(2) Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran
disiplin yang dilakukan oleh PNS vang bersangkutan;

Pasal 25

(1) PNS vang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyats melakukan beberapa pelanggaran disiplin, terhadapnya
hanya dapat dijaruhi satu jenis hukuman disiplin vang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran

yung dilakukan;

[2) PNS yang permah dijatubi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya
sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebib berat dari hukuman disiplin terakhir yang
pernah dijamubkan,

(3} PNS tidak dapat dijatubi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk sam pelanggaran disiplin;

{4} Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin

. yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuban
hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara
pemeriksann.

Pasal 26

i 1) Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

{2} Keputusan scbagaimana dimaksud psda ayat (1) disampaikan secara tertutup oleh pejabat vang
berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta
tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.

() Penynmpaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

(4} Dalam hal PNS yang dijatubi hukuman disiplin tidak hadir pada sant penysmpaian keputusan hukuman
disiplin, kepurusan dikirim kepada yang bersangkutan.
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BAB IV
UPAY A ADMINISTRATIF

Pasal 27
Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif,
Pasal 28

Hukuman disiplin vang dijstuhkan oleh:

a. Presiden untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, huruf ¢,
Bl Jd dan huruf 2

b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat
(2), ayat (3}, dan ayat (4) huruf 5, huruf b, dan huruf ¢ dan

c.  Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksod dalam Pasal 7
ayat (2), 4

tidak dapat diajukan upaya administratif,
Pasal 29

(1) Hukuman disipiin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 waitu jenis
hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh
Sekretaris Daerah/Pejabat struktural eselon [ ke bawah/Pejabat yang setara ke bawah;

(2} Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
yaitu hukuman disiplin yang dijatubkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebaznimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e

Pasal 30

i1} Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada atasan pejabar
yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadn
pejabat yang berwenang menghukum;

i2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari,
terhitung muini tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.

Pasal 31

(1} Pejabat vang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (1), harus memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh PNS yang bersangkutan;

{2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara teriulis kepada atasan Pejabat vang
berwenang menghukum, dalam jangks wakiu & {enam) bari kerja terhitung mula; tanggal wvang
bersangkutin menerima tembusan surat keberatan;

(3} Atasan pejabat yvang berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atns keberatan yang diajukan
olch PNS vang bersangkutan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal
yvang bersangkutan menerima surat keberatan;

{4) Apabila dalam jangka waktu schbagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang menghukum
tidak memberikan tanggapan atas keberatan maka atasan pejabat yang berwenang menghukum
mengambil keputusan berdasarkan data yang ada;

(5} Amasan pejabat vang berwenang menghukum dapat memanggil dan/stau meminta keterangan dari pejaban
vang berwenang menghukum, PNS vang dijaruhi hukuman disiplin, dan/atau pihak lain yang dianggap
periu;

Pasal 32
{1} Amsan Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperkual, memperingan, memperberat, atau
membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum;
{2) Penguatan, peringznan, pemberatan, atau pembatalan hukuman disiplin schagaimana dimaksud pada avat
(1) ditetapkan dengan keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum;
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(4} Keputusan Atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada avat (2) bersifat
final dan mengikat:
(4) Apabila dalam waktu lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja- Atasan Pejabat yang berwenang menghukum
2:“ I:::l:-npmhﬂ keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat vang berwenang menghukum batal
mi hukum,

Pasal 33

(1) PNS yang dijatuhi bukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat (2), dapat mengajukan
banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawainn;

(2) Ketentuan mengenai banding administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan vang
mengatur tentang Badan Pertimbangan Kepegawnian,

Pasal 34
{1} Dalam hal PNS yang dijatuhi hukuman disiplin:

a. mengajukan banding sdministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 maka gajinya tetop
dibayarkan sepanjang vang bersangkutan tetap melaksanakan tugas:;

b. tidok mengajukan banding sdministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313 maka pembavaran
gajinya dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman
disiplin diterima.

(2} Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a
meénjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap
lingkungan kerja.

Pasal 35

i1) PNS vang meninggal dunia sebelum ada keputusan atns upays administratif, diberhentikan dengan
hormat sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

{2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas:

a. keberatan, dianggap telah selesai menjalani hukuman disiplin dan diberhentikan dengan hormat
sebagei PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. banding administratif, dihentikan pembayaran gajinya sampai dengan ditetapkannya keputusan
banding administratif.

{3} Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b meninggal dumnia,
diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 36

{1) PNS yang mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum atau banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tidak diberikan kennikan pangkat dan/atau
kenaikan paji berkala sampai dengan ditetapxannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

{2) Apabila keputusan pejabat yvang berwenang menghukum dibatalkan maka I'NS yang bersangkutan dapat
dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 37

PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena didugs melakukan pelanggaran disiplin atau sedang
mengajukan upaya administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
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BAB YV
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN
DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu
Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 38

Hukuman disiplin vang dijatuhkan oleh :

a. Pejabat Pembina Kepegawainn untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
{2}, avar (3), dan avat (4) huref a, huruf b, dan huruf ¢;
b. Pejabat yang berwenang menghukuom untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (2),
miulai berlaku sejok tanggal keputusan ditetapkan.

Pasal 39

(1) Hukuman disiplin yang dijatuhkan olch pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apubila tidak
disjukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputugan hukuman disiplin
diterima;

(2) Hukuman disiplin yang dijatubkan oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, apabila diajukan
keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya kepubusan atas keberatan.

Pasal 40

Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman
disiplin maka hukuman disiplin beriaku pada han ke 15 (lima belas) sejak tanggal vang ditentukan untuk
penyampaian keputusan hukuman disiplin.

Bagian Kedua
Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 41

(1) Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawainn di instansi
yong bersangkutan;

{2} Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada avat (1) digunakan sebagai salah
zatu bahan penilaian dalam pembinaan PNS vang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pazal 42

(1) Hukuman disiplin vang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang dijalani
oleh PNS yang bersanghkutan dinyatakan tetap berlaku;

(217 Keberatan yeng diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum atau banding administratif
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini diselesaikan sesuai
dengan Peraturan Pemerintsh Nomor 33 Tahun 201 tentang Disiplin PNS  beserma peraturan
pelaksanaannya;

{3} Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah dilskukan pemeriksaan sebelum berlakumya Peraturan
Bupati ini maka hasil pemeriksaan retap berlaku dan proses selamjutnya berlaku ketentunn dalam
Peraturan Bupati ini;

{4} Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakuban
pemeriksaan maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
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BAR VI
KETENTUAN PENLUTUP

Paszal 43

{1) Hal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupari Lima Puluh Kota Nomor [10/BLE2003
tentang Pendelegasian Wewennng Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS  dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Lima Pulih Kota dinvatnkan tidak berlaki.

Pasal 44
Peraturon Bupati ini mulai bertaku sejak tanggal diundangkan,

Agnr setiap orang mengetshuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Pulub Kot

Mundangkan di  : Sarilamak
Padn ta : 8 Desember 2010

SEKRET DAERAH

KABUP LIMA PULUH KOTA,
s RES AL Pl MHL
MNP 19461 1985403 1 DG

BERITA DAERAH KABLUPATEN LIMA FULUH KOTA
FAaHUN 2610 NOMOR 29
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